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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, dapat 

diketahui bahwa : 

1. Stratego pengawasan pemilu adalah  Investigasi, Observasi, Pengawasan 

Berbasis IT dan Tracking 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemilu adalah hak politik, 

keterbatasan sumber daya , pengambilan keputusan dan kepercayaan publik 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penelitian dalah mengumpulan data, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Koordinasi yang baik harus dilakukan oleh Bawaslu agar partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan pemilihan Legislatif tahun 2019 harus berjalan 

secara efektif dan efisien. 

2. Bawaslu harus mempunyai stra`tegi yang lebih berpengaruh agar partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan legislatif berjalan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Dompu sehingga bisa berjalan dengan 

efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. 

3. Bagi lembaga Bawaslu 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi lembaga bawaslu untuk 

lebih meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemilihan umum. 
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4. Bagi FISIPOL UMM 

Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat menjadi masukan dan 

dokumentasi ilmiah yang berguna dalam pembangunan program pengajara 

5. Bagi penelitian 

Diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan pengalaman dan 

menambah wawasan dalam bidang bawaslu dan sebagai rujukan penelitian 

atau literatur review untuk penelitian selanjutnya. 
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